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ABSTRACT

This paper examines the application of revenue diversification in local governments of Dumai City by using
descriptive quantitative method. The data analized from budget realization report from 2017 to 2021 due to certain
criteria. The results showed that, revenue diversification occurred in Dumai City by looking at the degree of
decentralization which is more than 20%. In addition, an increase in PAD is generally followed by an increase of
Regional Taxes. This revenue diversification occurred is known from the emergence of new types of taxes. After
all, the revenue diversification is tendency to increase the PAD sourced from the other sources than Regional
Taxes and Levies, where local governments invest in BUMD companies and other sources of revenue that are
legalized by Regional Regulations.
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STRATEGI DIVERSIFIKASI PENDAPATAN UNTUK MENINGKATKAN DERAJAT
DESENTRALISASI FISKAL DI KOTA DUMAI

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji penerapan diversifikasi pendapatan pada pemerintah daerah Kota
Dumai dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data yang dianalisis adalah laporan realisasi anggaran
tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, diversifikasi
pendapatan terjadi di Kota Dumai dengan melihat derajat desentralisasi yang lebih dari 20%. Selain itu,
peningkatan PAD pada umumnya juga diikuti dengan peningkatan Pajak Daerah. Diversifikasi pendapatan yang
terjadi ini diketahui dari munculnya jenis-jenis pajak baru. Selain itu, diversifikasi pendapatan diperoleh dari
kecenderungan peningkatan PAD yang bersumber dari sumber selain Pajak dan Retribusi Daerah, dimana
pemerintah daerah melakukan investasi pada perusahaan BUMD dan sumber pendapatan lain yang disahkan
dengan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: Diversifikasi Pendapatan; Desentralisasi Fiskal; PAD; Pajak Daerah; Retribusi Daerah
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PENDAHULUAN

Setelah lebih dari dua dekade reformasi membawa Indonesia pada sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.
Pada kenyataannya, kemandirian pengelolaan dan sumber keuangan daerah masih belum paripurna. Sementara
salah satu tujuan dari pelaksanaan desentralisasi adalah agar daerah mampu berdikari dengan memaksimalkan
sumber-sumber keuangan untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Sebagai produk dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, desentralisasi fiskal merupakan suatu
keharusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Desentralisasi fiskal dapat meningkatkan redistribusi,
yang pada akhirnya mengurangi ketimpangan ekonomi (Digdowiseiso et al., 2022). Desentralisasi fiskal dapat
mengurangi ketimpangan pendapatan (Sepulveda & Martinez-Vazquez, 2011) dan mendorong pembangunan
ekonomi (Pasichnyi et al., 2019). Artinya, pelaksanaan desentralisasi fiskal diharapkan akan dapat mengurangi
ketimpangan pembangunan di antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam suatu negara.

Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi
kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik
sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih, 2003: 97). Desentralisasi
Fiskal sebagai implementasi dari kebijakan otonomi daerah dapat menjadi ukuran kemandirian keuangan di daerah
(Salma Nazikha & Rahmawati, 2021), hal ini ditunjukkan dengan besarnya kemampuan daerah dalam memperoleh
Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan yang berasal dari daerah tersebut.

Kemandirian daerah adalah suatu konsep yang diusung oleh NKRI agar setiap daerah dapat
memaksimalkan sumber-sumber keuangan di daerah dan mampu mengelolanya dengan efektif dan efisien.
Desentralisasi fiskal yang menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan suatu konsep yang
berpijak pada Resource Dependency Theory (RDT). Menurut teori tersebut, kunci keberlangsungan suatu
organisasi adalah kemampuan untuk menghasilkan dan menjaga sumber-sumber keuangan (Pfeffer and Salancik:
1978) dalam (Froelich, 1999).

Rasio desentralisasi fiskal merupakan suatu bentuk proporsi kemampuan keuangan daerah jika
dibandingan dengan sumber keuangan yang diperoleh dari sumber lain dalam bentuk dana perimbangan. Grafik
berikut menunjukkan rasio desentralisasi fiskal pada pemerintahan Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota di Riau.
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Gambar 1. Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah pada
Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2021 (dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan Gambar 1, dapat diketahui bahwa secara umum proporsi PAD Pemerintahan di Provinsi
Riau jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa derajat
desentralisasi fiskal masih sangat rendah pada 12 Kabupaten/Kota dan pemerintahan provinsi di Riau. Tabel 1
menampilkan data Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF) di Provinsi Riau dalam satu dekade terakhir.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa secara rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF) di
Provinsi Riau dalam satu dekade terakhir berada pada angka kurang dari 50%. Angka ini dapat dikatakan dalam
kategori “baik” (lihat Zukhri : 2020). Namun demikian, daerah-daerah lainnya secara umum masih berada di
bawah angka 10%, yang berada pada kategori “sangat kurang”.
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Tabel 1. Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintahan Daerah di Provinsi Riau Tahun 2012 - 2021
Tahun Daerah

1* 2* 3+ 4 B 6 7*  8* g* 10 11* 12 13*
2012 378 58 43 41 53 305 424 347 439 154 107 168 3.13
2013 389 58 52 52 69 376 534 424 434 153 145 186 3.83
2014 399 64 59 68 71 432 581 360 6.26 11.7 122 186 533
2015 503 96 7.8 6.6 101 566 832 679 593 194 169 238 6.15
2016 448 69 72 71 756 507 762 593 6.63 100 182 231 510
2017 425 84 119 109 143 7.99 124 112 132 161 224 321 845
2018 429 95 84 75 988 6.76 931 6.18 543 149 228 265 6.39
2019 409 59 77 71 959 517 915 554 924 119 219 299 6.71
2020 387 86 91 78 104 510 9.86 572 6.64 138 259 264 6.20
2021 432 6.6 115 81 108 7.07 998 710 968 139 285 293 9.30
Rata- 419 74 79 71 919 539 820 597 717 142 194 245 6.06
Rata

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI, Data Diolah, 2024
*Keterangan: 1. Provinsi Riau; 2. Kab. Bengkalis; 3. Kab. Indragiri Hilir; 4. Kab. Indragiri Hulu; 5. Kab.
Kampar; 6. Kab. Kuansing; 7. Kab. Pelalawan; 8. Kab. Rokan Hilir; 9. Kab. Rokan Hulu; 10. Kab. Siak;
11. Kota Dumai; 12. Kota Pekanbaru; dan 13. Kab. Kepulauan Meranti

Desentralisasi fiskal diukur dengan rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DFF), yaitu perbandingan antara
Pendapatan Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati,
2021; Sistiana & Makmur, 2014). Derajat Desentralisasi Fiskal yang masih sangat kecil menunjukkan bahwa
sumber-sumber keuangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan di daerah masih sangat tergantung pada sumber
pendapatan lainnya, terutama Dana Perimbangan yang berasal dari Pusat.

Salah satu solusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya kemandirian daerah adalah
dengan diversifikasi pendapatan. Menurut berbagai literatur, diversifikasi pendapatan banyak dilakukan di dunia
perbankan di Indonesia dengan tujuan untuk memperluas bisnis (Hidayat et al., 2012), meningkatkan pendapatan
(Aslam et al., 2015; Baele et al., 2007; Pertiwi, S. P., & Suhartini, 2022; Sianipar, 2015; Stiroh, 2004), menciptakan
keunggulan bersaing (Lukmawijaya & Kim, 2015) dan mempengaruhi Kinerja keuangan (Addai et al., 2022; Astuti
& Utami, 2022; Githaiga, 2020).

Jika diversifikasi pendapatan dapat memberikan banyak manfaat bagi dunia perbankan, penerapan
diversifikasi pendapatan pada pemerintahan diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan
kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerapan diversifikasi pendapatan telah lama dilakukan pada beberapa
negara di dunia.

Liu & Wen (2016) menyebutkanbahwa berinvestasi dalam bisnis yang berbeda atau industri memiliki
risiko pendapatan yang berbeda dapat melancarkan pendapatan tahunan, mengurangi volatilitas arus kas, sehingga
dapat mengurangi risiko keuangan dan meningkatkan pertahanan suatu entitas. Ini bermakna bahwa, jika suatu
entitas melakukan investasi pada berbagai jenis usaha maka terdapat kemungkinan resiko yang diperoleh dari
investasi yang berbeda akan beragam. Sebagai contoh, jika pemerintah menyisihkan anggaran untuk berinvestasi
pada suatu perusahaan dalam bentuk BUMD, maka keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah akan lebih
beragam. Sehingga, jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan pada sumber utama pendapatan, seperti misalnya
pajak, maka pemerintah masih memiliki cadangan pendapatan dari investasi yang dilakukan.

Sebagai contoh, ketika pandemi Covid-19 terjadi pada tahun 2020-2021, terdapat banyak usaha yang
terdampak di Indonesia, dan di Provinsi Riau pada khususnya, seperti misalnya usaha perhotelan. Penurunan
jumlah pengunjung hotel selama pandemic Covid-19 menyebabkan pendapatan udaha perhotelan menurun.
Dengan penurunan pendapatan, maka berdampak pada penurunan Pajak Hotel. Namun, jika pemerintah memiliki
penyertaan modal pada jenis usaha yang berbeda, seperti misalnya bisnis perbankan, maka resiko penurunan
Pendapatan Asli Daerah akan lebih kecil.

Diversifikasi pendapatan diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara menghadapi resesi atau
krisis fiskal dan meningkatkan belanja publik. Semakin beragam pendapatan, semakin stabil rekening pemerintah
(Martiyus, 2021). Menurut hasil penelitian Yan (2012), diversifikasi pendapatan mempengaruhi stabilitas
pendapatan tergantung pada ketidakstabilan basis ekonomi suatu yurisdiksi dan dapat mengurangi ketidakstabilan
pendapatan di daerah. Selain itu, diversifikasi pendapatan non-pajak pada pemerintahan dapat meningkatkan
solvabilitas anggaran (Jimenez & Afonso, 2022).

Pelaksanaan diversifikasi pendapatan akan memungkinkan kota-kota untuk lebih meningkatkan kapasitas
pendapatan daerah (Sjoquist, 2015). Pelaksanaan diversifikasi pendapatan berkaitan dengan kinerja fiskal yang
lebih baik, dimana terjadi peningkatan margin pada laporan pendapatan daerah (Suyderhoud, 1994).

Penerapan diversifikasi ekonomi mulai dilakukan di negara-negara Teluk Arab (Gulf Cooperation
Council) karena kondisi perekonomian yang terdampak pandemic Covid-19 dan sumber daya alam yang semakin
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berkurang. Dalam hal ini pemerintahan negara GCC mulai mencari sumber-sumber pendapatan lain selain sumber
pendapatan dari minyak dan gas (Kabbani & Mimoune, 2021).

Diversifikasi pendapatan pernah diteliti pada institusi sektor publik atau orgnisasi nonprofit (Abinzano et
al., 2023; Berrett & Holliday, 2018; Ismail et al., 2019; Mayer et al., 2014; Park & Park, 2018; Wicker et al., 2013;
J. Yan et al., 2023). Sebagai contoh, penerapan diversifikasi pada 20 universitas negeri di Malaysia, dimana hasil
penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan pada keberlanjutan
finansial pada universitas tersebut (Jaafar et al., 2023). Artinya, dengan penerapan diversifikasi pendapatan, maka
universitas tersebut memperoleh sumber financial yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal ini, diversifikasi pendapatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dijadikan
sebagai suatu solusi dalam menstabilkan pendapatan daerah, meningkatkan solvabilitas anggaran. Solvabilitas
anggaran menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kecukupan sumber pendapatan untuk membiayai
anggaran. Kemudian, diversifikasi pendapatan dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam menuju kemandirian
keuangan di daerah.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Hung & Hager (2019) pada organisasi non profit
menunjukkan bahwa peningkatan financial tidak diperngaruhi oleh adanya diversifikasi pendapatan. Hal ini
menunjukkan bahwa, masih terdapat gap untuk melakukan penelitian terkait diversifikasi pendapatan pada
organisasi nirlaba.

Menilik dari berbagai literatur di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya
pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintahan provinsi dan kabupaten kota di Provinsi Riau,
kemudian menganalisis apakah terjadi diversifikasi pendapatan di daerah yang berdampak pada peningkatan PAD
di daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Resource Dependency Theory

Resource Dependency Theory menyebutkan bahwa organisasi melakukan strategi untuk mengurangi
ketidakpastian tentang kelangsungan hidup organisasi dan risiko kegagalan. Secara khusus, organisasi
berusaha untuk mengurangi ketergantungan pada lingkungan untuk sumber daya dengan mengendalikan
penggunaan sumber daya, akses ke sumber daya, atau kepemilikan sumber daya (Pfeffer & Salancik, 1978).
Jika dikaitkan dengan desentralisasi fiskal pada pemerintahan daerah, maka pemerintahan daerah
memanajemen sumber daya untuk dapat bertahan dan mengurangi ketergantungan pada organisasi di atashya
(pemerintah pusat).

Resource Dependency Theory merupakan teori yang berfokus pada kebutuhan suatu organisasi untuk
mengakses sumberdaya dari organisasi lain dan menjelaskan bagaimana kelangkaan sumberdaya memaksa
organisasi untuk melakukan inovasi baru yang menggunakan berbagai alternative sumberdaya (Pfeffer &
Salancik, 1978). Artinya, setiap organisasi pada dasarnya memiliki sumber daya yang terbatas dan
memerlukan organisasi lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut,
maka kreativitas organisasi untuk menciptakan inovasi dalam menciptakan sumber daya baru harus
dilakukan.

Menurut Resource Dependency Theory, untuk meminimalkan tingkat ketergantungan, organisasi
non profit perlu mempertimbangkan sumber pendanaan alternatif melalui diversifikasi pendapatan (Froelich,
1999). Artinya, sebuah organisasi pasti bergantung pada organisasi lain untuk memenuhi kebutuhannya, agar
ketergantungan tersebut dalam di atur dengan baik, maka organisasi tersebut harus melakukan diversifikasi
pendapatan, atau membuka peluang untuk berbagai jenis pendapatan baru dalam rangka memperoleh sumber
daya yang lebih.

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah, 2004). Desentralisasi merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengubah sistem
pemerintahan yang sentralistik (terpusat) menjadi desentralistik.

Desentralisasi merupakan proses di mana Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas luasnya
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah
daerah memiliki kewenangan untuk menjalankan segala urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang
berkaitan dengan urusan politik luar negeri, pertanahan, keamanan, yustisi, moneter dan fi skal nasional serta
agama yang menjadi kewenangan pusat (Hutagalung, 2016).

Awal penyelenggaraan kebijakan desentralisasi di Indonesia adalah sejak terjadinya reformasi di
Indonesia yang menggiring pemerintah untuk mengeluarkan suatu peraturan baru terkait hubungan antara
pemerintahan pusat dan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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Dengan berpedoman pada kedua peraturan tersebut di atas, pemerintah daerah bergeser ke era baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya. Sementara otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014).

Otonomi daerah adalah derivat dari desentralisasi (Azhari & Negoro, 2019). Otonomi daerah secara
harfiah berasal dari kata “Otonomi dan daerah”. Dalam bahasa Yunani, “otoni” berasal dari kata “autos” yang
berarti “sendiri” dan “nomos” yang berarti aturan dan undang-undang”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan
sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna untuk
mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-
batas wilayah (Suharizal, 2017: 52).

Sementara menurut Mariun, otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah
yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan
sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan Philip Malwood mengartikan Otonomi daerah adalah
suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang
diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang
berbeda (Ani Sri Rahayu, 2018: 14).

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi dari desentralisasi dan
otonomi daerah adalah adanya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan di daerah dengan menggunakan sumber-sumber material atau ekonomi agar fungsi dari pemerintah
di daerah tersebut dapat berlangsung.

Desentralisasi dan otonomi daerah diselenggarakan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Desentralisasi fiskal di suatu daerah diukur dengan Derajat Desentralisasi Fiskal. Derajat desentralisasi fiskal
adalah tingkat kemandirian daerah untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri tanpa menggantungkan diri
dengan pemerintah pusat (Syukri, 2019). Derajat Desentralisasi Fiskal merupakan perbandingan antara Pendapatan
Asli Daerah dan Total Pendapatan Daerah (Mahi & Supriyanti, 2019; Salma Nazikha & Rahmawati, 2021; Sistiana
& Makmur, 2014; Supriyadi et al., 2013; Syukri, 2019; Wa Ode Sarlina et al., 2022). Menurut Hanafi & Laksono
(2009) kategori Derajat Desentralisasi Fiskal ditentukan sesuai dengan Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal Kriteria
0-10,00 Sangat kurang
10,01-20,00 Kurang
20,01-30,00 Sedang
30,01-40,00 Cukup
40,01-50,00 Baik
>50,00 Sangat baik

Sumber: Wa Ode Sarlina et al., (2022); Zukhri (2020)

Struktur Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan sumber-sumber material yang
dituangkan dalam bentuk anggaran. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah?, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Menurut peraturan di atas, struktur APBD terdiri dari sumber-sumber penerimaan daerah dalam
pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan. Adapun Pendapatan Daerah terdiri dari:
1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan dan 3) Lain-lain Pendapatan. Sementara Pembiayaan bersumber
dari: 1) Sisa lebih perhitungan anggaran Daerah; 2) penerimaan Pinjaman Daerah; 3) Dana Cadangan Daerah; dan
4) hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah
dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan
peraturan daerah atau peruundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang

! Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini kemudian diganti dengan adanya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemeritahan Daerah. Namun di
dalam penelitian ini tetap menggunakan sumber dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 karena data yang
dianalisis adalah APBD sebelum tahun 2022.
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sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan
pemerintah dan pembangunan daerah (Siregar, 2017: 23).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Sementara Lain-lain PAD yang sah meliputi
sumber-sumber pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,
pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun
bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Diversifikasi Pendapatan

Diversifikasi pendapatan dapat diartikan sebagai suatu pola pengalokasian sumberdaya tertentu pada berbagai
aktivitas untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru (Nisfah, 2012). Diversifikasi sumber pendapatan
daerah yang seimbang diakui secara luas sebagai cara yang berpotensi signifikan untuk mengatasi kesenjangan
pendapatan dan ketidakstabilan ekonomi (Kauppinen, 2021: 3).

Diversifikasi pendapatan telah dianggap sebagai salah satu strategi pendanaan yang penting dalam
meningkatkan pengeluaran publik serta untuk membangun stabilitas pendapatan dari ketidakpastian dan risiko
(Park & Park, 2018). Pelaksanaan diversifikasi pendapatan akan memungkinkan kota-kota untuk lebih
meningkatkan kapasitas pendapatan daerah (Sjoquist, 2015). Pelaksanaan diversifikasi pendapatan berkaitan
dengan kinerja fiskal yang lebih baik, dimana terjadi peningkatan margin pada laporan pendapatan daerah
(Suyderhoud, 1994).

Diversifikasi pendapatan yang lebih besar juga dapat dikaitkan dengan kebutuhan pengeluaran yang lebih
tinggi, karena berbagai faktor seperti biaya hidup yang lebih tinggi, kemiskinan atau tingkat kejahatan. Jika
kebutuhan yang lebih besar membutuhkan sistem pendapatan yang dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan,
maka kota-kota tersebut cenderung mencoba untuk mendiversifikasi sumber pendapatan mereka (Chernick et al.,
2011). Artinya, semakin banyak permasalahan publik di suatu daerah, maka pemerintah daerah akan membutuhkan
sumber pendapatan yang lebih besar, salah satunya adalah dengan melakukan diversifikasi pendapatan.

Diversifikasi pendapatan melibatkan ketergantungan pada sumber pendapatan yang berbeda dan
menghindari ketergantungan pada jenis pajak tertentu atau sumber bukan pajak (Afonso, 2013; Hendrick &
Crawford, 2014). Diversifikasi pendapatan memungkinkan pemerintah menerapkan sumber pendapatan lain selain
pajak yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran publik tanpa perlawanan dari pembayar pajak
(Suyderhoud, 1994).

Ulbrich (1991) dalam (Martiyus, 2021) menyebutkan bahwa terdapat tiga manfaat dari dari diversifikasi
pendapatan. Pertama, menjaga keadilan dengan mengumpulkan pendapatan dari individu yang dapat menghindari
pajak tetapi tidak dari individu yang lain. Kedua, mendorong efisiensi dengan mengurangi distorsi keputusan
ekonomi yang terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan. Ketiga, mempertahankan tarif pajak yang lebih
rendah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dimana Sanusi (2014: 13) menyatakan bahwa, desain penelitian
deskriptif adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang
informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Adapun objek penelitian berupa data kuantitatif
yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga metode analisis dalam penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu
yang dipelajari apa adanya, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang dapat diamati dengan menggunakan
angka-angka.

Adapun objek penelitian dengan justifikasi sebagai berikut: (1) Pemerintahan Daerah yang berada di
Provinsi Riau yang memiliki derajat desentralisasi fiskal lebih besar dari 20% dengan kategori minimal “sedang”.
Syarat ini ditentukan dengan dasar bahwa, diversifikasi pendapatan merupakan suatu strategi dalam meningkatkan
derajat desentralisasi fiskal di daerah. Jika suatu daerah masih memiliki DDF yang kurang dari 20%, hal ini
menunjukkan bahwa penggalian sumber-sumber kekayaan daerah masih belum maksimal, sehingga penerapan
diversifikasi pendapatan dianggap tidak efektif. (2) Pemerintahan Daerah yang berada di Provinsi Riau yang
menerbitkan laporan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam periode tahun 2012 sampai dengan 2021 secara
lengkap dan dapat di akses melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.

Berdasarkan kriteria di atas, maka daerah yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah Kota Dumai
periode 2017 sampai dengan 2021 karena hanya pada tahun-tahun tersebut DDF pada daerah tersebut berada pada
proporsi lebih dari 20%.

HASIL, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN

Kota Dumai merupakan salah satu kota di Provinsi Riau dengan proporsi PAD yang cukup tinggi jika
dibandingkan dengan sumber Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Pada umumnya pemerintahan 12
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau memiliki proporsi PAD di bawah 10%. Namun di Kota Dumai Derajat
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Desentralisasi Fiskal berada pada kategori “Sedang” dengan besar proporsi PAD jika dibandingkan dengan

Pendapatan Daerah adalah lebih besar dari 20% pada tahun 2017 sampai dengan 2021.
Gambar 2 menunjukkan pertumbuhan PAD Pemerintahan Kota Dumai dalam satu dekade terkahir.
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Gambar 2. Pertumbuhan PAD pada APBD Kota Dumai Tahun 2012-2021
(Dalam Milyar Rupiah)

Berdasarkan gambar di atas, secara umum PAD Kota Dumai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Peningkatan PAD ini disertai dengan peningkatan sumber-sumber PAD, terutama dari sumber Pajak Daerah dan
Lain-lain PAD yang Sah. Sumber PAD dari Lain-lain PAD yang Sah bahkan menjadi sumber utama dalam
menyumbangkan pendapatan untuk PAD di Kota Dumai melebihi sumber PAD lainnya. Hal ini menunjukkan
bahwa adanya diversifikasi dari pendapatan di Kota Dumai berhasil meningkatkan PAD, karena Lain-lain PAD
yang Sah bukan merupakan sumber fiskal di daerah.

Tabel 2 menjabarkan diversifikasi PAD pada realisasi anggaran Kota Dumai yang bersumber dari Pajak
dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama PAD di daerah.

Tabel 2. Diversifikasi Pendapatan dari Sumber Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Dumai

Tahun PAD Pertumbuhan Diversifikasi Pendapatan dari Pajak dan
(000) (%) Retribusi
2017 265,472,760,818 37.72 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
2018 279,654,914,442 5.34 Tidak Ada
2019 291.620,030,784 428 Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol

2020 378,803,807,145 29.90 Retribusi Pengenda_llan_Menara
Telekomunikasi

2021 366,696,884,200 - 3.20 Tidak Ada
Sumber: Hasil Data Diolah (2024)

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan PAD yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016,
yaitu hampir 40%. Adapun peningkatan PAD tersebut berasal dari peningkatan Pajak Daerah sebesar 22,95%, dari
Retribusi Daerah sebesar 41,92%, dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 79% dan
dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 48,89%. Pada tahun 2017 terjadi diversifikasi pendapatan
dari sumber utama PAD yaitu munculnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dimana jenis pajak ini tidak
terdapat pada tahun 2016.

Meskipun terdapat penghasilan dari sumber pajak yang baru, namun kenaikan pendapatan dari sumber
PAD yang paling signifikan berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yaitu meningkat
hampir 80%. Peningkatan penghasilan dari sumber-sumber pendapatan diluar sumber pendapatan utama di daerah
seperti pajak dan retribusi daerah, merupakan salah satu bentuk dari diversifikasi pendapatan. Adapun pendapatan
yang diperoleh dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berasal dari penyertaan modal pada
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BUMD yaitu pada PT. Bank Riau, PT. Pembangunan Dumai dan PT. Pelabuhan Dumai Berseri.

Pada tahun 2018 terjadi peningkatan PAD sebesar 5,34%. Hasil peningkatan ini bersumber dari Pajak
Daerah dengan peningkatan sebesar 34,71% dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan
peningkatan sebesar 34,62%. Pada tahun 2018 tidak terdapat jenis pajak maupun retribusi daerah yang baru,
sehingga tidak terjadi diversifikasi pendapatan pada sumber utama PAD.

Pada tahun 2019 terjadi peningkatan PAD sebesar 4,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pada tahun ini muncul jenis retribusi baru yaitu Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Adapun
kontribusi dari Retribusi 1zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dalam meningkatkan Retribusi Daerah
adalah sebesar 5%. Angka ini dianggap tidak signifikan, namun dapat dijadikan sebagai bentuk diversifikasi
pendapatan. Sumber peningkatan PAD yang paling signifikan adalah berasal dari peningkatan Pajak Daerah
sebesar 10,3%.

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan PAD yang cukup signifikan yaitu sebesar 29,9%. Peningkatan ini
berasal dari peningkatan Pajak Daerah sebesar 17,08%, dari Retribusi Daerah sebesar 5,05% dan peningkatan
tertinggi berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan peningkatan sebesar 53,49%. Pada tahun
2019 ini, terjadi diversifikasi pendapatan dengan munculnya sumber PAD yang baru yaitu Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi. Adapun kontribusi dari jenis retribusi ini terhadap total Retribusi Daerah adalah sebesar
1,54%. Artinya, terjadi peningkatan Retribusi Daerah sebesar kurang dari dua persen dengan munculnya sumber
pendapatan baru.

Adapun sumber PAD dengan peningkatan yang paling signifikan, yaitu Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah, dimana terdapat beberapa sumber penghasilan yang diperoleh, padahal tidak dianggarkan pada tahun
2020. Beberapa sumber pendapatan tersebut adalah 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan, 2)
Pendapatan Denda Keterlambatan pelaksanaan Pekerjaan; 3) Fasilitas Sosial dan fasilitas Umum dan 4) Lain-lain
PAD yang Sah Lainnya. Perolehan Pemerintah Kota Dumai dari sumber-sumber pedapatan di atas merupakan
bentuk diversifikasi pendapatan, karena Pemerintah Kota Dumai mampu memperoleh sumber pendapatan baru
diluar pendapatan utama.

Pada tahun 2021 PAD Kota Dumai mengalami penurunan sebesar 3,20%. Meskipun terjadi penurunan
PAD, namun terdapat sumber-sumber PAD yang mengalami peningkatan yaitu Pajak Daerah dengan peningkatan
12,54% dan peningkatan sebesar 13,9% dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada tahun
ini tidak terdapat sumber PAD yang baru, namun demikian peningkatan pendapatan dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan suatu bentuk diversifikasi pendapatan, karena Pemerintah Daerah
memperoleh hasil dari pendapatan lain selain dari sumber pendapatan utama yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.
Adapun tambahan penghasilan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari laba
penyertaan modal pada perusahaan daerah seperti pada PT. Bank Riau, PT. Pembangunan Dumai dan PT.
Pelabuhan Dumai Berseri.

PENUTUP

Beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah, pertama, diversifikasi pendapatan terjadi pada
peningkatan PAD pada pemerintahan daerah secara umum diikuti dengan peningkatan sumber-sumber PAD yang
berasal dari Pajak Daerah, dimana terjadi diversifikasi jenis pajak yang diketahui dari munculnya jenis pajak baru.
Kedua, diversifikasi pendapatan yang harus diperhitungkan adalah kecenderungan peningkatan PAD yang
bersumber dari sumber PAD selain Pajak dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah daerah melakukan investasi
atau penyertaan modal pada perusahaan BUMD maupun sumber penerimaan lainnya yang disahkan oleh Peraturan
Daerah.

Implikasi dan saran dari penelitian ini adalah, agar pemerintah daerah dapat melakukan investasi dan
penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau investasi lainnya agar menambah dan meningkatkan PAD
dan mengurangi ketergantungan daerah pada sumber-sumber keuangan dari pusat, sehingga tujuan dari otonomi
daerah tercapai. Melakukan diversfikasi pendapatan dengan berinvestasi pada perusahaan milik daerah merupakan
strategi yang lebih baik daripada membuat jenis pajak ataupun retribusi baru yang lebih berisiko membebani
masyarakat.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah menggali dan menganalisis sumber-sumber PAD lebih
mendalam lagi untuk mengetahui keterkaitan antara kemandirian daerah dan diversifikasi pendapatan.
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